SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 20 TAHUN
2021 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK FAKIR MISKIN KABUPATEN KENDAL

Menimbang :

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian

bantuan sosial berupa santuan kematian dalam meringankan
beban keluarga penduduk fakir miskin yang ditinggalkan,
maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi
Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa
Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten
Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa
Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten
Kendal,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
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10.

11.

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5606);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan

Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5253);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,
13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
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Menetapkan :

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 219);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi
Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa
Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor
38);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN
KEMATIAN BAGI PENDUDUK FAKIR MISKIN KABUPATEN
KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 20
Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa
Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 20)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal
Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial
berupa Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021
Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka S5 dan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
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10.

11.

12.

. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.

.Santunan Kematian adalah bantuan sosial berupa

pemberian bantuan uang dari Pemerintah Daerah kepada
penduduk daerah yang diterimakan kepada ahli waris
penduduk fakir miskin Kabupaten Kendal yang meninggal
dunia.

. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing

yang bertempat tinggal di Daerah.

. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak

mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai
sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi
kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

.Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang

memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam
keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat
KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip
yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri
yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang
berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial,
penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi
dan sumber kesejahteraan sosia.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4

Bantuan sosial berupa Santunan Kematian diberikan
berdasarkan permohonan tertulis dari ahli waris.

Permohonan bantuan sosial berupa Santunan Kematian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Bupati melalui Dinas Sosial paling lambat 60 (enam puluh)
hari setelah kematian.

Permohonan bantuan sosial berupa Santunan Kematian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah dan Camat setempat.

Pengajuan permohonan bantuan sosial berupa Santunan
Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri
berkas sebagai berikut :

a. Keterangan dari Dinas Sosial bahwa yang bersangkutan
masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

b. foto copy Akta Kematian;

b.a.foto copy surat keterangan lahir mati dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khusus untuk bayi
baru lahir mati;

c. foto copy Surat Keterangan Ahli Waris; dan
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d. foto copy KTP-el dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang
masih berlaku.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga menjadi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 5

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Kepala Dinas Sosial menyusun rekomendasi untuk
diajukan kepada Bupati.

Sebagai dasar penyusunan rekomendasi, Kepala Dinas
Sosial dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap
berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disusun setelah seluruh berkas persyaratan
dinyatakan lengkap.

Dalam hal Bupati menyetujui rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan penerima
bantuan sosial berupa Santunan Kematian dengan
Keputusan Bupati.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara
Umum Daerah guna proses pencairan dana Santunan
Kematian.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 14 Juli 2022

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 14 Juli 2022

Plh. BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI

cap ttd
WINDU SUKO BASUKI

Sal’iﬂajjffse\suai dengan aslinya,
~~ KEPALA'BAGIAN HUKUM

Pj. SEKRETARIS DAERAH - SETDA KABUPATEN KENDAL,
KABUPATEN KENDAL, _ ' //\ 1\ Qj\
cap ttd J
NUR FUAD, S.H., M.H.
SUGIONO

Pémbina Tk I
NIP:-19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 38
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